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Abstrak
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang kepegawaian yang ada di daerah. Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan dijalankan oleh sub.bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan yang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011, Karena telah menerapkan laporan pertanggungjawaban secara transparan, cepat, akurat, dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
Kata Kunci : Akuntansi Keuangan Daerah, Permendagri No.21 Tahun 2011.

Abstract
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) is the local technical institute which is supporting local governments are in charge of implementing most of obligatory functions under the authority of local governments in the field of employment in the area. Implementation of the area of financial accounting at the Badan Kepegawaian Daerah (BKD), in District Pesisir Selatan run by sub.bagian planning, financial and regulatory reporting guided by the interior minister No. 21 of 2011 on guidelines for financial management. This study aims to determine whether the area of financial accounting system at the Badan Kepegawaian Daerah (BKD), in  District Pesisir Selatan complies with regulation 21 interior minister in 2011.
The study concluded that the application of financial accounting system area on the Badan Kepegawaian Daerah (BKD), in District Pesisir Selatan complies with regulation 21 interior minister in 2011, Due has implemented an accountability report in a transparent, fast, accurate, relevant and accountable right in time.
Keywords : Regional Financial Accounting, Regulation No.21 of 2011.


PENDAHULUAN

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.
Kewenangan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dilimpahkan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah atau perangkat pusat di Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.
[bookmark: page5]Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.
[bookmark: page7]Permendagri No. 21 Tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan dari Kepmendagri No. 59 Tahun 2007 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan Double Entry dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasian yang mengarah kepada basis akrual (Acrual Basis). Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAKD mulai tahun 2003. Keputusan ini diperkuat dengan keluarnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang memuat perubahan atas Permendagri No. 59 Tahun 2007. Untuk menerapkan sistem ini diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun format laporan keuangan yang baru seperti yang diharapkan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tersebut. Namun, penerapan SAKD bisa saja mengalami hambatan dan kendala akibat ketidaksesuaian penerapan SAKD oleh aparat pemerintah daerah.
Perumusan Masalah pada penelitian ini yaitu :
“Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011”
Sedangkan tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :
“Untuk mengetahui apakah Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011”

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Abdul Halim (2012:40) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).
Menurut Indra Bastian (2007:15) Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti Pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. 
Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah serangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
Menurut peraturan menteri dalam negeri No. 21 Tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Deddi Nordiawan (2006:7) akuntansi keuangan daerah mempunyai beberapa tujuan yaitu :
1. Tujuan pertanggungjawaban
Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.
2. Tujuan manajerial
Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
3. Tujuan pengawasan
Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.
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Hipotesis
	Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap salah tapi masih memerlukan pembuktian. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : diduga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan belum sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan.
Metode pengumpulan data dilakukan penelitian dengan Studi lapangan (Field Research) dan Studi kepustakaan (Library Research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data Data Primer dan Data Sekunder.
	Metode Analisis dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif dan menggunakan uji tanda yang dikemukakan oleh Dixon, W.J dan Massey, Jr. F.J.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:
Uji Tanda
	No
	Keterangan
	Permendagri No.21 Tahun 2011
	Yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Pesisir Selatan
	Tanda

	1
	Perubahan APBD
	Dasar Perubahan APBD  dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.
	Dasar Perubahan APBD  dilakukan dengan berpedoman pada pasal 154 Permendagri No.21 Tahun 2011.
	+

	2
	Pengelolaan Kas
	BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, untuk mengelola kas daerah BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat, dan penunjukan bank yang sehat yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.
	Pengelolaan Kas dilakukan dengan berpedoman pada pasal 179 pada Permendagri No.21 Tahun 2011
	+

	3
	Penatausahaan Penerimaan
	Pejabat yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti dasar penerimaan atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dari penggunaan surat bukti serta bendahara penerimaan wajib melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
	Penatausahaan Penerimaan dilakukan dengan berpedoman pada pasal 185 pada Permendagri No.21 Tahun 2011, yaitu : Penggunaan surat bukti serta bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
	+

	4
	Penatausahaan Pengeluaran
	Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan permintaan pembayaran mencangkup buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek, dan register SPP-UP/GU/TU/LS.
	Penatausahaan Pengeluaran dilakukan dengan berpedoman pada pasal 196 pada Permendagri No.21 Tahun 2011.
	+

	5
	Laporan Realisasi Anggaran
	Laporan realisasi pendapatan dan belanja dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu semester pertama bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan semester ke 2 (dua) bulan Juli sampai dengan Desember. Laporan realisasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
	Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan berpedoman pada pasal 290 pada Permendagri No.21 Tahun 2011.
	+

	6
	Laporan Tahunan
	Laporan tahunan memuat seluruh kegiatan pelaksanaan APBD pada selang 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember yang berisikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
	Laporan tahunan dilakukan dengan berpedoman pada pasal 295 pada Permendagri No.21 Tahun 2011.
	+


Sumber : Hasil Olahan Peneliti
	Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa yang menunjukkan tanda positif (+) berjumlah 6  yang bertindak sebagai N (banyaknya pasangan yang menunjukkan perbedaan), dan tanda positif (-) berjumlah 0. Bila dalam ketetapan α (taraf kesalahan) 5 % adalah 0,05 maka dapat dihasilkan Tolak H0 dan menerima Ha; 
apabila h-hitung ≥ h-tabel.
	Dari hasil perbandingan data tersebut dapat dilihat dari 6 data yang diuji mengenai Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 yaitu Ha : Sesuai antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, pada derajat kesalahan (α) = 5% dengan hasil Tolak H0 dan menerima Ha; apabila h-hitung ≥ h-tabel.
	Tanda positif (+) diperoleh sebanyak 6 buah dan tanda negatif (-) 0 buah, jadi tanda yang paling sedikit adalah tanda negatif (-) yaitu 0. Jadi h-hitung  = 0 dan h-tabel dapat dilihat pada tabel Nilai Kritis “h” untuk uji tanda dimana n = 6, di dapat h-tabel = 0, maka ketentuan yang digunakan adalah Tolak H0 dan menerima Ha yaitu sesuai antara Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Mentri Dalan Negeri No. 21 Tahun 2011, pada derajat kesalahan (α) = 5%.

PENUTUP

Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
Berdasarkan hasil penelitian secara statistik, Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, mulai dari perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, laporan realiasasi pendapatan dan belanja, serta laporan tahunan. Untuk Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan laporan pertanggungjawaban secara transparan, cepat, akurat, dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Saran
Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :
Guna mendukung akuntansi keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangam, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta perlunya peningkatan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun instansi terkait.
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